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Meng inga t  :  1 .

WALIKOTA LANGSA,

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur  Kantor  pe layananTerpadu Kota Langsa menjadi Kantorperayanan neri; inan Terpadu (Kp2T) KotaLangsa yang ditetapkan berdasarkan eanun rota iangsa Nomor 4 Tahun 2008tentang susunan organisasi dan Tata rena oinii,l]urougu Teknis Daerah danKecamatan Kota Langsa dan untuk t<etancaran-' tudas_tugas kedinasan perrumenin jau kembal i /mencabut  Peraturan wal ikota r -u, igru Nomor 1 Tahun 20oBtentang Pel impahan sebagian Kewenangan d ib ida ng per iz inan kepada KepalaKantor  Pelayanan Terpadu kota Langsa;

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atasperlu ditetapkan dalam suatu plraturan,

undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keis t imewaanPropinsi Daerah Ist imewa Aceh (Lembaran rv6gaia'Republik Indonesia Tahun1999 Nomor L72 ,  Tambahan iembaran Negi ra Repubr ik  Indonesia Nomor3893) ;
Undang-Undang Nomor 1o Tahun 2oo4 tentang pembentukan peraruran
P,erundang-u ldangan .  (  Lembaran Negara Repuoi fu  Indonesia Tahun zoo4Nomor 53, Tambahan Lembaran Negar:a-Republik rnoonebiJ-riro-, i , ]1. +Zd6'l ' ;Undang-undang Nomor 3 Tahun 200_1_ ientang pemoentukan rota 

'Lungr .
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor g3,  tambihan Lembaran Negara Nomor4134);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemer intahan Daerah(Lembaran Negara Repubr ik  Indonesia Tahun zooi  Nomor !2s,  TambahanLembaran Negara Republ ik  indonesia Nomor ++j l f  sebagaimana te lah d iubahuntuk kedua kari d-engan Undang-Undang tJomoi iz tahun 20og tenrangPerubahan Kedua lt : .r Undanglgnoang Nomor iz tahun 2oo4 i"nt.ngPemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2o0B Nomor59, Tambahan Lembaran_Negara repuotit  Indonesia Nomor 4g44);
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang i . r i roungan Keuangan AntaraPemer intah Pusat  dan pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Repubr ikIndonesia Tahun 2004 Nomor !26,  Tambahan Lemoaran Negara Republ ikIndonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemer intahan Aceh (LembaranNegara Republ ik  Indonesia Tahun 2006 Nomor-62,  Tambahan Lembaran NegaraRepubl ik  indonesia Nomor 4633) ;

2 .

3 .

4.

5 .

6 .

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi  perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia i . r . ,un 2oo7 .  Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 474L);

7 .

B,  Peraturan Menter i  . . .



8'  Peraturan Menter i  Earam Negeri  Nomor 20 Tahun 20oB tentang pedomanorganisasi  dan Tata Ker ja Uni t -pelayanan per i j inan Terpadu di  Daerah;9'  Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2oo8 tentang susunan organisasi  dan TataKen'a sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Ferwakilan Rakyat Kota Langsa(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2o0g Nomor 3,  Tambahan LembaranDaerah Kota Langsa Nomor 3)-;
10'  Qanun Kota Langsa Nomor 4 ' iahun 2008 tentang susunan organisasi  dan TataKeria Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan t<ecariatan Kota Langsa (LemoaranDaerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor +. i i .1-roihan Lembaran Daerah KotaLangsa Nomor 4);
11'Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengetotaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lan;;a iatrun 2oo8 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN wALrKorA LANGSA. TENTANG pELTMpAHAN 'EBAGTANKEWENANGAN DIBIDANG PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADAKEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam peraturan in i  yang d i  maksud dengan:
1.  Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2.  Pemer intah K9t? adarah penyerenggara urusan pemer intahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah rcota oan Dewan perwakilan Rakyat Kota
_ sesuai  dengan fungsi  dan kewenangan masing_ masing;
3 '  Pemer intah Kota yang selanjutnya d isebut  Pemer intah Kota adalah unsurpenyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdir i  atas Walikota oanPerangkat Daerah Kota;
4.  Wal ikota adalah Wal ikota Langsa;
5.  Waki l  Wal ikota adalah Waki l  Wal ikota Langsa;
6. satuan Kerl 'a perangkat Daerah Kota ylng seranjutnya disingkat sKpDadalah Perangkat  Daerah pada pemer intahan Kota Langsa;
7 '  Sekretar is  Daerah yang selanjutnya d isebut  SEKDA adalah Sekretar isDaerah Kota Langsa;
8 '  Perangkat  Daerah Kota adalah unsur  pembantu Kepala Daerah dalarnpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota yang terdir i  dari Sekretariat

Daerah,  sekretar ia t  DPRK, Dinas,  Lembaga Teknis  laerah dan Kecamatan;
9.  Dinas adalah Satuan Ker ja  perangkat  Dlerah d i  l ingkungan pemer intahan

Kota Langsa;
10.  Lembaga Teknis  Daerah adalah satuan Ker ja  perangkat  Daerah yang

mel iput i  Inspektorat ,  Badan,  Rumah saki t  0mum Dierah,  Kantor  oan
Satuan Pol is i  Pamong Pra ja dan Wi layatu l  Hisbah d i  l ingkungan pemer intah
Kota Langsa;

11 ' I j in  adalah dokumen yang d ike luarkan o leh Pemer intah Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah atau peraturan la innya yang merupakan bukt i  legal i tas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

12.  Per i j inan .  adalah .  pember ian legal i tas kepada .  orang atau pelaku
usaha/ketentuan ter tentu,  ba ik  dalam bentuk i j in .a te.u tanda daf tar  usana;

13 'Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu,
prosedur ,  dan b iaya pember ian per i j inan dan non per i j inan

BAB i I  , .



BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Mel impahkan sebagian Kewenangan d ib idang Per i j inan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Per i j inan Terpadu Kota Langsa dengan jen is  per i j inan dan Non
Per i j inan sebagai  ber ikut  :

1 .  I j i n  Gangguan  (HO) ;
2.  I j in  Tempat  Usaha (SITU);
3.  I j in  Usaha lasa Konstruks i  ( iUJK);
4.  I j in  Usaha Per tambangan Daerah (SIPD);
5.  I j in  Pengambi lan dan Pemanfaatan Ai r  bawah Tanah;
6.  I j in  Penyelenggaraan Reklame;
7.  i j in  Penangkaran Sarang Burung Walet ;
B.  I j in  Penyelenggaraan Par iwisata Swasta;
9.  I j in  Usaha Rekreasi  dan Hiburan Umum;
10,  I j in  Mendi r ikan Bangunan ( IMB);
11.  I j in  Usaha Perdagangan (SIUP);
12.  I j in  Usaha Industr i  ( IUI ) ;
13.  I j in  per luasan Industr i  ( IPUI) ;
14.  Tanda Daf tar  Perusahaan (TDP);
15.  Tanda Daf tar  Industr i  (TDI) ;
15,  I j in  Penimbunan Barang/  Pergudangan (TDG);
17.  Badan Hukum Koperas i  (BH);
18.  I j in  Penyimpanan dan Penimbunan BBM (Minyak ranah,  so lar ,  dan

Premium);
19.  I j in  Usaha SPBU;
20 ,  I j i n  Pedagang  Kak i  L ima ;
21 ,  I j i n  Toko  Oba t ;
22. I j in Apotek;
23 .  I j i n  A i r  M inum Is i  U lang  (AMIU) ;
24. i j in Praktek Dokter Umum dan Spesial i ls;
25. I j in Praktek Perawat;
26.  I j in  Praktek Bidan;
27. Ijin Kerja Apoteker/Asisten Apoteker;
28.  I j in  Praktek F is io terapi ;
29. Pendaftaran Pengobatan Tradisional/ Alternatif ;
30.  Pendaf taran Pabr ik  Obat  Tradis ional ;
31 .  I j i n  Op t i k ;
32.  Rekomendasi  Pendi r ian Rumah Saki t  Swasta;
33.  i j in  Pusat  Kebugaran;
34,  I j in  Penyelenggaraan Rumah Bersal in ;
35. I j in Penyelenggaraan Balai Pengobatan swasta/ Klinik kesehatan;
36.  I j in  Penyelenggaraan Laborator ium kesehatan Swasta;
37. I j in Praktek Tukang Gigi;
38.  I j in  Penangkapan Ikan;
39.  I j in  pembudidayaan Ikan;
40.  I j in  Penyimpanan/  Penampungan/  Pengolahan/  pengawetan Ikan;
41.  I j in  Pengangkutan dan Pemasaran Ikan;
42.  I j in  Penggunaan Kapal  Per ikanan;
43.  I j in  Rumah Potong Hewan;
44.  I j in  Usaha Perkebunan untuk Luas 25 Ha /  200Ha;
45.  I j in  Usaha Industr i  Perkebunan;

P a s a l  3  . . .



pasal 3

(1 )  Pe l impahan  Kewenangan  d ib idang  Per i j i nan  sebaga imana  d imaksud  pada
Pasal  2  Peraturan in i ,  termasuk untuk menandatangani  i ; in  dan atau non i j ino leh Kepala Kantor  Pelayanan Per i j inan Terpadu i rpzr l  Kota t -anfsa Atasnama Wal ikota Langsa;

(2)  Apabi la  sewaktu-waktu Kepala Kantor  Pelayanan per i j inan Terpadu (Kp2T)
Kota Langsa mendapat  tugas kedinasan/  keruar  daerah,  makapenandatanganan i j in  dan atau non i j in  d i lakukan o leh Asjs ten Adminrst ras i
Umum sekretar ia t  Daerah Kota Langsa atas nama wal ikota Langsa.(3)  Sebelum di terb i tkannya i j in ,  khususnya mengenai  per i j inan ter tentu ter teb ihdahulu harus mendapat  persetu juan dar i  war ikota Langsa.

(4)  Per i j inan ter tentu sebagaimana d imaksud pada ayat  (3)  pasar  in i ,  mer iput i :
a .  Pe r i j i nan  un tuk  pend i r i an  Ho te l ;
b .  Pe r i j i nan  un tuk  pend i r i an  rumah  Sak i t ;
c .  Per i j inan untuk pemasangan rekrame konstruks i  Desar ;
d.  Per i j inan untuk menerb i tkan i j in  usaha industr i  ska la besar ;
e.  Per i j inan untuk menerb i tkan i j in  SpBU;
f .  Per i j inan untuk menerb i tkan IMB tower (khusus te lephon selu lar ) ,

Pasal 4

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut  pada pasal  2  dan pasal
3 Peraturan ini wajib membuat laporan kepada Walikota secara berkala,menerapkan pr ins ip koord inas i ,  in tegras i  dan s inkronisas i  ba ik  dalaml ingkungannya masing-masing maupun antar  satuan Ker ja  perangkat  Daerah d il ingkungan Pemer intah Kota Langsa seta instans i  la in  d i  luar  pemer intah KotaLangsa sesuai  dengan tugas dan fungsinya Masing_masing.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

pasal 5

Segala pembiayaan yang d iper lukan ak ibat  d i te taprannya peraturan in id ibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Kota (ApEiK)  Kota Langsa.

( 1 )

( 2 )

pasal 6

Dengan ber lakunya peraturan in i  maka peraturan wal ikota Langsa Nomor
l  Tahun 2008 tentang pel impahan sebagian Kewenangan per iz inan
Kepada Kepala Kantor  pe layanan terpadu Kota Langsa,  Keputusan
wal ikota Langsa Nomor 584 Tahun 2006 tentang pencabutan/penyerahan
dan Penerb i tan Rekomendasi  pemasangan Reklame dar i  Kantor
Kebers ihan,  Per tamanan dan pedalda Kota [angsa Kepada Kantor  Satuanpol is i  Pamong Pra ja Kota Langsa dan ketentuan la in  yang ber tentangan
dengan Peraturan in i  d inyatakan t idak ber laku lag i .
Hal -hal  yang belum cukup d iatur  da lam peratur in  in i  sepanjang mengenai
ketentuan pelaksanaannya akan d iatur /d i te tapkan leb ih 

-  
tan lut  sEsuai

dengan ketentuan yang ber laku.

pasal  7

Pera tu ran  i n i  mu la i  be r laku  pada  tangga l  d iundangkan .
Agar  set iap orang mengetahuinya memer intahkan pengundangannya peraturan
in i  dengan penempatannya dalam ber i ta  daerah kota Lanqsa.

Disahkan 
th



Disahkan  d i  Langsa
pada  tangga l  10  Pebrua r i  2009  M

14  Sha fa r  1430  H

WAL

{&t-zuL
Diundangkan  d i  Langsa
pada  tangga l  10  Pebrua r i  2009  M

14  Sha fa r  1430  H

SEKRET

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO9 NOMOR 4

A LANGSA,y'/

DAERAH KOTA LANGSA,


